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ABSTRAK 

Kebebasan pers menjadi salah satu hal yang tidak boleh dikurangi sedikitpun. 

Permasalahannya kebebasan pers berpotensi terhambat dengan adanya pelarangan 

publikasi terhadap proses peradilan sebagaimana diatur melalui Pasal 280 Ayat (1) 

Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akibatnya Pasal tersebut 

dipertanyakan kesesuaiannya dengan kebebasan Pers. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam 

perspektif kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap orang/pers yang 

dipidana dalam Pasal 280 Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Jenis penelitian ini ialah 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini 

Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berpotensi 

melanggar keterbukaan, akses informasi, dan kebebasan pers. Meskipun demikian 

larangan ini bukan berarti membatasi kebebasan pers dikarenakan Pers tetap dapat 

hadir di persidangan, pers tetap dapat merilis berita pasca persidangan, dan Pers 

diizinkan melakukan live streaming jika diizinkan oleh Pengadilan. Perlindungan 

hukum terhadap wartawan atau pers diberlakukan ketika pihak yang bersangkutan 

melakukan profesinya namun tidak berlaku mutlak. Apabila wartawan melakukan 

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maka tetap dikenakan pidana karena 

melanggar undang-undang. Atas perbuatan tersebut, perusahaan pers dan organisasi 

pers wajib bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan hukum berupa 

bantuan hukum dan memberikan pendampingan dan dukungan kepada wartawan yang 

sedang mengalami ancaman pidana. 

 

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Pelarangan Publikasi, Pers, Peradilan. 
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ABSTRACT 

Freedom of the press is one thing that cannot be reduced in the slightest. The problem 

is that freedom of the press has the potential to be hampered by the prohibition on 

publication of the judicial process as regulated in Article 280 Paragraph (1) Letter d 

of Law Number 1 of 2023. As a result, this article is being questioned as to its 

compatibility with press freedom. This research aims to determine the suitability of 

Article 280 of Law Number 1 of 2023 from the perspective of press freedom and legal 

protection for people/press who are convicted in Article 280 of Law No. 1 of 2023. 

This type of research is normative with a statutory approach and conceptual. The 

results of this research are that Article 280 Paragraph (1) Letter d of Law Number 1 

of 2023 has the potential to violate openness, access to information and press 

freedom. However, this prohibition does not mean limiting press freedom because the 

press can still attend trials, the press can still release post-trial news, and the press is 

allowed to do live streaming if permitted by the court. Legal protection for journalists 

or the press applies when the parties concerned carry out their profession but does 

not apply absolutely. If journalists commit Article 280 of Law Number 1 of 2023, they 

will still be subject to criminal penalties for violating the law. For these actions, press 

companies and press organizations must be held responsible by providing legal 

protection in the form of legal aid and providing assistance and support to journalists 

who are experiencing criminal threats. 

Keywords: Press Freedom, Publication Ban, Press, Judiciary. 
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